RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena
atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya
penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk.
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LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

NGANJUK

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 - 2029

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat
Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian
dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan terbitnya Radiogram Menteri Dalam Negeri tertanggal 11
Februari 2025, Nomor: 100.2.1.3/644/SJ Hal tentang Pelantikan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2025, serta menindaklanjuti
ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, akan
dimulai penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk penentuan
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan visi dan misi Bupati serta
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
sesuai kewenangan daerah,



Hubungan antara Renstra Kecamatan Baron dengan dokumen perencanaan

lainnya adalah sebagai berikut :

3 Renstra Kecamatan Baron Tahun 2025 -2029 merupakan penjabaran dan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 -2029;

4 Renstra Kecamatan Baron Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di
tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra
PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD
adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata
Ruang wilayah, RBJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L
dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

perencanaan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi:

(1) persiapan penyusunan;

(2) penyusunan rancangan;

(3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
(4) perumusan rancangan akhir; dan

(5) penetapan Renstra PD,

dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-
bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Forum Perangkat Daerah
untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder)
atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim
Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim
melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta
kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan
penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan
Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal),
penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan
Renstra dengan Peraturan Bupati,



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD
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Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan
sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai

kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan
dalam Renstra PD memperhatikan:

a) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

b) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra
PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai
dengan tahun 2023;

c) Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan
sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome);

d) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah;

€) Kebijakan nasional;

f) Regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah,



Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di
tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra
PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD
adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata
Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L
dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di
tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra
PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD
adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata
Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L
dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi

perencanaan Perangkat Daerah.



1.2, Landasan Hukum

a. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis PD Kecamatan Baron Tahun
2025-2029 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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18.

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta
Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tantang
Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).



30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun

2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk dimaksudkan untuk

menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah yang mencakup

gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif
Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

a.

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk adalah:
Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam
kurun waktu 2025-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah;

Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan
pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renstra PD;
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d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat

Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat
Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk, disajikan sebagai berikut : Sistematika penulisan dokumen Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai

berikut :

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Rl I

Latar Belakang;
Landasan Hukum;
Maksud dan Tujuan; dan
Sistematika Penulisan.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1.

2.2,

Gambaran Pelayanan

a.Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

b.Sumber Daya Perangkat Daerah;

c.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM
sesuai dengan tupoksinya

d.Kelompok Sasaran Layanan,

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan;

Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Darah

a. Identifikasi Permasalahan;

b. Perumusan isu strategis.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1.
3.2,

3.3.

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD Tahun 2025-2029;

Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja,
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BAB V

Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif;

4.2, Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah;

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra
PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah; dan

4.4, Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

PENUTUP



BAB II

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Baron memiliki luas wilayah 4.191,28 Ha dengan Desa
yang terjauh dari Kecamatan Baron adalah Desa Jambi yaitu 8 Km
dengan ketinggian dari permukaan laut 52 m dengan curah hujan rata-

rata per tahun 485 mm.
Secara administratif, Kecamatan Baron terdiri dari 11 desa yaitu:

Desa Sambiroto
Desa Baron

Desa Gebangkerep
Desa Kemaduh
Desa Garu

Desa Katerban
Desa Mabung
Desa Jambi

Desa Jekek

10. Desa Waung

11. DesaKemlokolegi

D & S0 e G
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Adapun luas masing-masing desa dapat dilihat pada tabel 2.1 di

bawah ini: Tabel 2.1

LUAS WILAYAH KECAMATAN BARON PER DESA

No Desa Luas ( Ha )
1) Sambiroto 249,00
2) Gebangkerep 230,80
3) Baron 251,50
4) Waung 330,00
5) |Jekek 528,00
6) Kemlokolegi 329,52
7) Kemaduh 190,15
8) Garu 223,00
9) Mabung 434,00
10) | Katerban 609,81
11) |Jambi 252,03
Jumlah 3.626,81

Secara geografis Kecamatan Baron berbatasan dengan :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lengkong

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kertosono

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngronggot
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom

Tabel 2.2
Data Demografi Penduduk di Kecamatan Baron
No | Desa Laki-Laki Perempuan Jumlah
Sambiroto 2,172 2.040 4,212
Gebangkerep 1.490 1.426 2916
Baron 2.988 2.930 5.977
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4 TWaung 3.008 4.083 5.938
5 | Jekek 4.283 2.596 8.366
6 | Kemlokolegi 2.643 2617 5.239
7 | Kemaduh 2.499 2.617 5.116
8 |Garu 1.745 1.625 3.370
9 Mabung 3.861 3.776 7.637
10 | Katerban 5.782 5.462 11.244
11 |Jambi 1.505 1.774 3.379

Jumlah Penduduk |  82.112 31.333 63.445

Sumber data : Kecamatan Baron Dalam Angka Tahun 2024

a) Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit
Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan
tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Baron.

1.Tugas Pokok
Tugas pokok Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yaitu:

menyelenggarakan tugas umum  pemerintahan dan
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan

Baron Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

¢ Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat kecamatan;

» Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah
yang ada di kecamatan;

* Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum;

15



o Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada camat;
¢ Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan
desa/kelurahan;
¢ Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;
o Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan
perkada;
o Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai
penugasan kepala daerah; dan
e Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi
pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3. Struktur Organisasi
Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan
bahwa Kecamatan Baron adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Baron Kabupaten
Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur

organisasi sebagai berikut:

—

SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN UMUM
DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
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Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai
berikut:

a, Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;

Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;

B g o i

Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan Kketertiban

umum,

o

Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;

8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala
daerah; dan

9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan
administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan
koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:
l. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian

pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
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3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha
perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;

b) melaksanakan pengelolaan keuangan;

¢) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
keuangan; dan

d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;

¢) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan
kemasyarakatan;

d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;

e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian;

f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan

g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan
tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan
instansi vertikal terkait;

b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
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¢. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
kecamatan;

d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di wilayah kecamatan;

e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan;

f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan
prasarana umum;

g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan
perizinan;

i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan
lain yang dilimpahkan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan
dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja
kecamatan;

c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

di wilayah kecamatan;

melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

-~ 0o A

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :
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a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI
1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;

c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat;

d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas
dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan
/atau Kepolisian Negara RI;

e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi,
konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas
keamanan lokal, regional dan nasional;

h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan
pancasila;

j. melaksanakan semua  urusan  pemerintahan yang = bukan
merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi
vertrikal;

k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan

1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala
desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

¢. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa;

d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan ;
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melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa;
melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

melaksanakan fasilitasi

pelaksanaan tugas dan fungsi badan
permusyawatan desa ;

. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa;
melaksanakan fasilitasi

perdesaan;

penetapan lokal pembangunan kawasan

melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;

. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan
pihak ketiga;

melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan
ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat desa;

. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan
di wilayah kecamatan; dan

. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

b.Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Baron adalah sebagai
berikut:
2.1.1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural
Jabatan Struktural di Kecamatan Baron sebanyak 8 (delapan),
yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2 (dua)
jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 8 (delapan)
orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.3

Pegawai Pada Kecamatan Baron
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No. Nama Laki-Laki |Perempuan| Jumlah
1. | Camat 1 1
2. | Sekretaris Kecamatan 1 1
3. | Kepala Seksi 2 2 4
4. | Kasubbag 0
S. | Pelaksana/PNS 6 3 11
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6. | Non ASN

I 2

Jumlah

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di

Kecamatan Baron sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pegawai Pada Kecamatan Baron
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

Pangkat Golongan 4 . Jml.
No. 8 Ruar%g Laki- Lali | Perempuan Pegawai
1. | Pembina IV/a 1 1
2. | Penata Tingkat I I11/d 3 3 6
S, Penata III/c 1
4. |Penata Muda Ill/a 2 2 4
Tk. I
5. | Pengatur II/d 3 1 4
Jumlah 17

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Baron dalam melaksanakan tugas

dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai

berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.5

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Baron
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No. |Pendidikan Laki-Laki |Perempuan| Jumlah

1. S2 1 0 1

2. S1 4 2 6

S D3 0 0 0

4, SMA 6 2 8
JUMLAH 17

2.2.2, Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan

a) Tanah untuk Kantor

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

sarana dan peralatan kerja yang mendukung

b) Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan
administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada

masyarakat

¢) Sarana alat transportasi yang meliputi :
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a. Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
a. 1 unit Toyota Veloz Tahun 2024
b. Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :




a. Honda Supra X125 Tahun 2007

b. Yamaha Vixion Tahun 2014

d) Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
c. Meja Kerja : 29 buah

d. Meja layanan : 1 buah

e. Kursi : 50 buah

f. Kursi Rapat : 111 buah

g. Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit

h. Komputer : 5 (lima) unit

i. Laptop : 5 (lima) unit

j. Printer : 11 (sebelas) unit
k. Scanner : 1 (satu) buah

l. AC : 8 (delapan) buah
m. Televisi : 1 (satu) unit

n. CCTV : 4 (empat) unit

o. Layar LCD : 1 (satu) unit

p. LCD Player : 1 (satu) uni

2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Baron dapat dilihat dari beberapa

indikator kinerja, yaitu:

I
2.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
yang dilaksanakan

3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan

Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum
yang dilaksanakan

Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan
kebangsan

Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1,

dan Tabel 2.2, dengan format sebagai berikut:
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Tabel 2.6
' Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Target .._.E..m_wn Hmwmaﬁ wgmw.m Realisasi Capaian Rasio Capaian
N Indikator kinerja sesuai SPM Targ | indika nﬂmd%ww Tahun pada tahun
B tugas dan fungsi i et tor Daerah Tahun
Perangkat Daerah NSPK IKK | lainny [ 202 [ 202 | 202 0024 | 2025 202 2024 202 | 202
a 4 5 6 6 S 6
(1) (2) (3) @) G) |6 | @ | © | © | @) |11y | 12 |13 |14
1 | Nilai SAKIP Kecamatan 75 | 82 | 84 .Nm.m 99.07
2 | Prosentase
penyelenggaraan
pemerintahan dan 8 | 100 | 100 4 100
pelayanan publik yang
dilaksanakan
3 | Prosentase kegiatan
pemberdayaan desa 77 | 100 | 100 | 77 100
yang dilaksanakan
4 | Prosentase kegiatan
koodinasi ketentraman
dan ketertiban umum | b o 100
yang dilaksanakan
S | Prosentase
warga/lembaga  yang
mengilasti pembinaan 550 | 100 | 100 | 550 100
wawasan kebangsan
6 | Prosentase kegiatan 99 | 100|100 | 11 100 | 100 | 100
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fasilitasi
dan

Pembinaan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2024

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Tabel 2.3.

Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi

No Anggaran pada Tahun dan Anggaran pada Rata-rata Pertumbuhan
Uraian Tahun Tah
un
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realiasasi

(1) (2) (3) 4) (5) (7) (8) ) (11) (12) (13) (15) (16)
1. | PROGRAM PENUNJANG 3.002.173. | 3.234.96 | 3.795.74 | 2.678.74 | - 89.23 - -

URUSAN PEMERINTAHAN 500 5.260 9.265 2.891 %

DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. | PROGRAM 84.175.000 | 65.200.0 | 55.780.5 | 72.605.0 | - 86.25% | -

PENYELENGGARAAN 00 50 00

PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK
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Realisasi Anggaran pada

Rasio antara Realisasi

No Anggaran pada Tahun dan Anggaran pada Rata-rata Pertumbuhan
Uraian Tahun
Tahun
2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 | 2025 | 2026 | Anggaran | Realiasasi

(1) ) (3) 4 () (7) (8) 9) (11) (12) (13) (15) (16)
3. | PROGRAM PEMBERDAYAAN 56.275.0 | 47.530.0 | 80.410.0 | - - 89.23 |- -

MASYARAKAT DESA DAN 93.875.000 00 00 00 %%

KELURAHAN
4. | PROGRAM KOORDINASI 21.900.000 | 31.220.0 | 23.975.0 | 20.595.0 | - - 86.25% | -

KETENTRAMAN DAN 00 00 00

KETERTIBAN UMUM
5 | PROGRAM 132.500.00 | 171.950. | 267.059. | 111.920. | - - 84.47%

PENYELENGGARAAN URUSAN | o 000 560 000

PEMERINTAHAN UMUM
6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN 24.500.000 | 30.875.0 | 28.750.0 | 18.825.0 | - - 76.84% | - -

PENGAWASAN 00 00 00

PEMERINTAHAN DESA

Sumber: Sumber: Evaluasi Renja 2024
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja
dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.4,
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja
l. 291% Sangat Tinggi
i 76% < 90% Tinggi
3. 66% < 75% Sedang
< 51% < 65% Rendah
9, < 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target
telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan
dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan
Baron.

Sedangkan pada table 2.3.kita dapat mengetahui bahwa pada
Tahun 2024, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada
program Program Penyelenggaraan Ketententraman Dan Ketertiban
Umum adalah sebesar 94.04% dengan predikat Rendah, dan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar
89.23% dengan predikat Sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena
terdapat kekosongan struktural yaitu Kasi Pemerintahan dan Trantibum
yang dirangkap oleh Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan juga
Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang dirangkap oleh Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan. Karena kekosongan structural tersebut
mengakibatkan kinerja menjadi tidak maksimal.

2.2.Permasalahan Dan Isu Strategis Dan Arah Kebijakan

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Baron menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis
SWOT/ Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada
masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan
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Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam
Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai
kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang
menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat
Kecamatan Baron;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi,

3) Pola kerja di Kecamatan Baron yang sistematik dan
terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien, dan efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta
suasana kerja yang kondusif dan nyaman;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan
yang relatif cukup memadai untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang

pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1)

2)

3)

4)

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya
yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin
dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan
perencanaan.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif dan
berkelanjutan.

Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang
diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa
perencanaan pembangunan,
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5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan.
2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah
tertata dengan baik;

2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan;

3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek
dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders),
termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;

4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal
tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada
masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan
No | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) ) @) @)
Belum » Kepuasan masyarakat |« Keterbatasan
optimalnya terhadap pelayanan public | sarana prasarana
sinergi masih kurang pendukung
penyelenggaraa |« Belum optimalnya | pelayanan publik
n pemerintahan | akuntabilitas kinerja [+ Kekurang
kecamatan kecamatan selarasan antara
perencanaan dan
penganggaran
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No | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) 4)
dengan
pertanggungjawab
an dan evaluasi

kinerja Perangkat
Daerah

Belum efektifnya koordinasi
tugas umum
pemerintahan,pemberdayaa

n masyarakat dan desa serta

trantib

Hubungan
kelembagaan antar
perangkat daerah
belum efektif
Rendahnya
partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Keterbatasan
kewenangan
Camat dalam
pembinaan
pemerintahan

Desa

atau
tata kelola
pemerintahan desa belum
optimal.

Penerapan

implementasi

Kurang tertibnya
administrasi

pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan

di Kecamatan Baron, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah

perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,

baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas,

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan

maka

diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau

evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan,
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tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi
juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang
lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan
(stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun

lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun
2021-2041, Kecamatan Baron memberikan dukungan dalam penataan

ruang daerah melalui kegiatan Pengembangan Kawasan

b.Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-
permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya
Kecamatan Baron, yang ditinjau dari :
1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu
strategis pada Kecamatan Baron, yaitu:

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan
dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk
mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan
adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat,
maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi
yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi
yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi
kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi
masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya
visi Kabupaten Nganjuk;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di
wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat

dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan,
terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah

31



3)

4)

guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih
dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh
memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),
maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang

tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di
Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan
publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,
memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka
diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus
dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan
pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada
akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas
masyarakat;

Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan
organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar
pemerintahan di wilayah Kecamatan Baron guna mempercepat
pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai
kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program
pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat.
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik
serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
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TABEL TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS KECAMATAN BARON

Potensi Daerah Permasalahan Isu KLHS Yang Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Isu Strategis Perangkat
Yang Menjadi Perangkat Daerah Relevan Dengan Perangkat Daerah Daerah
Kewenangan Perangkat : -
P geat Dacral Daerah Global Nasional Regional
Meningkatkan Peningkatan ketahanan Konffik Pengentasan Peningkatan Pemanfaatan
oo . . bersenjata, kemiskinan g ruang kebiiakan
kinerja birokrasi ekonomi lokal, terhadap p— kstoem: kualitas sumber B —
yang bersih, penanggulangan perubahan ting - pengembangan | daya manusia, Sebagian dari
; L e 18 infrastruktur ; kewenangan dari
profesional dan kemiskinan, dan | iktim, kerusakan | seperti oot digitali infrastruKur Bapeti  Ngugel
akuntabel demi peningkatan dan penumnan _u_nmdcmrmb dan | desa. antarwilayah, kepada Camat di
masyarakat kualitas SDM, serta kualitas cuaca ekstrem, MMMrdmwmg penanggulanga wabbm.
. . T tas e Pemerintahan /Pe
Kabupaten Nganiuk pengelolaan lingkungan, dan polarisasi mhgvmmm Daya | 1 xem am, E_umnanu—nmuumb
yang efektif dan lingkungan yang serta sosial, K e dan -
; . : : ketimpangan etahanan ) mendayagunakan
efisien melalaui berkelanjuta keberlanjutan | - .= . | pangan, e G potensi yang ada
penyelenggaraan sumber daya | potensi memm_o_mmb ekonomi lokal di Eﬂm&«w—u. ]

: kemerosotan glungan, Optimalisasi
pemerintahan yang alam elianioia pencegahan dan peran serta dan
—_— penanganan partisipasi

aspiratif, Bijpat stunting serta Masyarakat dan
partisipatif dan penguatan kalangan  dunia
BUMDes yang usaha dan swasta
S berkelanjutan di Wilayah
Pelayanan Pima
Peningkatan
Sinergitas
Kecamatan
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan
umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan
dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan
Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029, maka tujuan
dan sasaran jangka menengah Kecamatan Baron dalam 5 (lima) tahun ke
depan dapat ditetapkan.Selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD
Kab.Nganjuk Kecamatan Baron mendukung sasaran RPJMD Kabupaten
Nganjuk Tahun 2025-2029 meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Adapun Tujuan Kecamatan Baron adalah Meningkatnya sinergitas
penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan yang diukur dengan Indikator
Kinerja Tujuan yaitu berupa Nilai Sinergitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan.

. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat
dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh segenap pemangku
kepentingan (desirable), memungkinkan untuk dicapai (reachable), focus
pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat
dikomunikasikan (communicable) serta dapat dimengerti oleh seluruh
pemangku kepentingan (understandable). Disamping itu, visi harus dapat
memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan
tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan

masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah

‘MEWUJUDKAN KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA,
DAN BERMARTABAT"
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah
sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan.

Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten

" Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan
pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi
pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 - 2029 dijabarkan ke
dalam 7 (tujuh) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis,
serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan
pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan
kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :
¥ Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan

harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat
memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;

2 Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan
akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang
efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang
aspiratif, partisipatif dan transparan;

3. Mewujidkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang
memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi

(_,___\denga.n memperhatikan kelestarian lingkungan;

4. /| Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan

il untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;

5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan

ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal;

6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif

lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna;

7. Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan

kearifan lokal.

Sedangkan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
periode 2025-2029 adalah Nganjuk Melesat 2025-2029, antara lain :

|. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan
saluran
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'Q\M.h.w

e

‘Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa

korupsi

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran

Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan

Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil
siaga kelurahan

Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata

8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional

10.
11.
12.
13;
14,

15.

Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan

Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan
pusat serta warga Nganjuk di perantauan

Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan
(RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Kantor Kecamatan Baron sebagai pelaksana terdepan bidang

pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan

visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Baron dapat berperan serta dan

aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2

(dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam

pelaksanaannya, Kecamatan Baron memberikan kontribusi lebih terhadap

misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk

yang maju dan bermartabat

3.2

Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dari Tujuan yang ada, maka dirumuskan sasaran Kecamatan
Baron yaitu:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di
Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Indikator: Persentase penurunan gangguan ketentraman dan
ketertiban umum di Kecamatan
Meningkatnya Tertib Administrasi Desa
Indikator : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa
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3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai tujuan dan sasaran
Renstra PD 2025-2029

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan
oleh pimpinan Kecamatan Baron dalam menjalankan roda pemerintahan daerah
di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

2. Meningkatkan pelayanan publik serta melaksanakan fasilitasi dan koordinasi
tentang tugas umum pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat;

3. Menurunkan persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah;

4. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang
berkelanjutan demi tercapainya desa tertib administrasi

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK
DAN TARGET TAHUN
SASARAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SAS%H KETERANGAN
YANG 2025 2026 2027 2028 2029 | 2030
RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07} (08) | (09) (10) (11) (12)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron
“Wienngrainya Menmngratnys Indeks Sinergitas 54,7 65 66 87 68 ) 70
BRuntabiiss Sinergias Kecamatan (Nilai) 4
pemernmanan Pemerimahan di
daarah Kecamatan
Meningkatkan Indeks Kepuasan g 78 79 80 a1 82 83
Kualias Masyarakat
Pelayanan Pelayanan Publik
Publik di (Indeks)
Kacamatan
| Baron
Meningkatkan Persantase e ] 2 8 7 8 5
Ketantraman penurunan gangguan
dan Ketertiban | ketenteraman dan
di Wilayah kelertiban umum (%)
Kecamatan
Meningkstiya P Desa 70 n ] 72 T3 74 75
Tenib Tenib Administrasi
Agministrasi Desa (%)
Desadi
Kecamatan
Baron
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3.4. Arah Kebijakan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada
kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun
2025-2029 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Baron,
selengkapnya adalah sebagai berikut:

U

10.

11.

12,

13.

Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;

Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan
keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat
daerah;
Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah;
Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB;
Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa;

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah;

Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga
ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah,
Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan;
Meningkatkan  efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian
kewenangan Kepala Daerah;

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah,
pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak,
Kecamatan Sehat;

Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan,
penganggaran dan penatausahaan keuangan desa;

Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala
desa, perangkat desa BPD dan LPM;

Meningkatkan Inovasi/kreativitas kecamatan pada segala aspek

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang
merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah

kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target

tujuan dan sasaran Renstra PD,

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

No.

Operasionalisasi
NSPK

Arah Kebijakan
RPJMD

Arah Kebijakan Renstra
PD

Ket

Meningkatnya tata
kelola

Meningkatnya tata

kelola pemerintah

Meningkatnya sinergitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang baik dan | pemerintahan di
daerah yang | pelayanan publik | Kecamatan
akuntabel yang inovatif

-  Meningkatkan

pelayanan administrasi
terpadu kecamatan

-  Meningkatkan kualitas
perencanaan,
penganggaran dan
penatausahaan
keuangan, serta evaluasi
dan
pertanggungjawaban
kinerja perangkat
daerah

-  Meningkatkan
pengendalian intern
perangkat daerah

- Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi
pemungutan PBB

- Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi
pemerintahan desa

- Meningkatkan peran
serta masyarakat dalam

penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan daerah

- Meningkatkan efektifitas
pelaksanaan
pendelegasian sebagian
kewenangan Kepala
Daerah

Aal g1
AR
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- Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi
penanganan kemiskinan
daerah,
pengarusutamaan dan
kesetaraan gender,
kecamatan layak anak,
Kecamatan Sehat, UKS
tingkat kecamatan

= Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi
pemilihan dan

pelantikan kepala desa,
perangkat desa BPD dan
LPM

-  Peningkatan
pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan
desa/kelurahan

- Meningkatkan
koordinasi dan sinergi
tiga pilar untuk menjaga
ketentraman, ketertiban
umum dan kondusifitas
keamanan wilayah

-  Meningkatkan
koordinasi dan fasilitasi

wawasan kebangsaan

Meningkatkan  monitoring,
evaluasi dan pendampingan
perencanaan, penganggaran
dan penatausahaan
keuangan desa
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan
Pagu Indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Baron selama 5 tahun ke depan
(2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan
misi Kecamatan Baron. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Baron

akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai

sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut,
ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian
dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian
dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata
lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas

kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

L= N T S VCR  R

Dari Program yang telah di rencanakan, maka tersusunlah Kegiatan yang dapat

membantu tercapainya Progam yang ingin dicapai, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
¢,Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah;
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b.Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
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¢.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala
Daerah

. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
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TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KAB NGANJUK

__uﬂgari__ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR hnm.—.mh
©1) @2 (03) (04) (05). (08) (o7 (08)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron
-Meningkatnya akuntabiltas | Meningkatnya Sinergitas ndeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)
pemenntahan daerah Pemenntahan di Kecamatan
Meningkatkan Kualitas indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik
Pelayanan Publik di (Indeks)
Necusmtan ‘Baron Meningkatnya ilai Akuntabilitas Kineqja PerangkatDaerah _[7.01.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Akuntabilitas lai) PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kinerja Perangkat Tersusunnya Uumiah Dokumen Perencanaan Perangkat [7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan
Daerah kiokumen Daerah (Dokumen) —miﬁ.. Kinerja Perangkat Daerah
perencaaan
Perangkat Daerah|jymiah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan [7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen valuasi Kinerja Perangkat Daerah
|RKA-SKPD (Dokumen)
Uumiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan
IDaerah (Laporan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Uumiah Dokumen Perencanaan Perangkat 7.01.01.2.01.0001 -
IDaerah (Dokumen) Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Uumiah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan [7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan
Hasil Koordinasl Penyusunan Dokumen Dokumen RKA-SKPD
|RKA-SKPD (Dokumen)
Humiah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat .01.01.2.01.0007 - Evaluasi
Daerah (Laporan) Perangkat Daerah
Tersusunnya llumlah Dokumen Penatausahaan dan 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat
 aporan IPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) [Daerah
Keuangan
Perangkat Daerah
umiah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD [7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat
an Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Daerah
Keuangan Akhir Tahun SKPD
)
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BIDANG URUSAN / ARGET DAN DIKATIF TAHU
PROGRAM / OUTCOME
/ KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / | BASEUN v o
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
i PAGU PAGU PAGU | TARG PAGU PAGU
(01) (02) (03) (05) (07) (09) (10) (11) . (13)
"
Menmghkatrya Efeklfilas IIIII Tindak Lanjut
Prasarana dan Sarana Prasarena dan Sarana 7 1.650.000 1.650.000 1.658.250 88 1.666.54 1.674 87
Pelayanan Umum d Pelayanan Umum ci
7.01.02.2 04 - Pelsksanaan
Urusan Pemerntahan yang 1.650.000 1.650.000 1.658.250 1.666.54 1.674.87:
Tarlskssnanys Unmsh Jumiah Laporan Pelaksanaan
R Kams Taxt | wewenangan Lain yang 1,650,000 2 1650000 1858250 1.666.541 1674874
|_yang Dmnpahican
7.01.02.2.04 0003 -
Pelakzanaan Urusan
Pemerrtahan ,!uqlpl..l 1,650,000 1,650,000 1.658.250 1.686.541 1674
|_yang Dimpehian
Teriskatnsnys Unman Jumiah Laporan Pelaksanaan
e Ko aat | Kewenangan Lan yang 1.650.000 2 1650000 1.656.250 1.668.541 1674,
|_yeng Dimpahkan : ¢
Meringhatys Eletitas Persertase Tindak Lanjal
Koordnas: Pemenrtanan di Hu...iu! s.nqn.ls e 980.550 980,550 270,453 58,561.805 5885461
Kecamatan Baron E
70102201 - Koordnas:
Penyelenggaraan Wegszan
Iy 57.980.550 980,550 58.270.453 58,561,805 58,854 61
Kecamatan
Jumiah Laporan
Koordinasi/Sinergi
._.!‘I..al Laporan Perencanaan dan
Kx-!ﬂ.':iﬂ'._ Wnlﬁlil: Kegiatan 57.980.550 4 980,550 0,453 1,805 5885461
ngrat kecamaten Perangxat Deerah dan
Instansi Vertkal Terkail
—— {Laporan)
7.01.02.201.0001 -
KoordrnassSnerg
Perencanaan can
Pearsense Kegalm 57.980.550 980.550 0.453 1.805 58.854.61
Perangrat Dasrah dan
Irvstans: Vertieal Teran
Tertaksananya Jumian Lapocan
Koordnasé'Smergi _ull.i._nl.__ oordinase E...i_ o
Perencaraan dan
Pelaksanaan Kegatan E!Ev!lll!xao!!&&! 57.980.550 4 880,550 270.453 16805 5885461
Perangkat Deerah dan St st Vot
Instansi Vertikal Terkat (L aposet




70703 - PROGRAN
PEMBERDAYAAN 3
MASYARAKAT DESA DAN 47.530.000 7.530.000 767.650 § 48 248 521
| KELURAHAN __
Menngkatya Efektfitas Fi Tindak Lanyut rw———
.199.-_ l_ _illll. gl!ﬂsu i-.i_ S 47.530.000 530,000 767650 a5 48.006 488 86 48245521 | 00 - Kecarmatan
Kecamatan Baron Kecamatan (%) Baron
7.01.03.2 01 - Koordings:
Jumiah Lembaga
Kamasyarakatan yang
Tertaksananya kegatan
pembertayssn masyarskat @ | DerPartspasi daiam Forum 530,000 530,000 7,650 48,008 488 4 48.248.521
Musyewarsh Perencanaan
kecamatan Pembangunan di Desa
{Lembaga Kemasyarakstan)
Jumiah Dosumen Sinkronisasi
Program Kena dan Kegiatan
Pemberdeyaan Masyarakat
yang Dilakukan oleh
Pemenntah dan Swasta di
Wiayah Kena Kecamatan
(Dolasmen)
7.01.03201.0001 -
Penngaatan Panaoas
Masyarsha daism Forum 9.050.000 050.000 6.145.250 18240976 | | 19337181
Musyawaan Perencanaan
_Pembangunan ¢ Desa
BIDANG URUSAN / TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM /| OUTCOME BASELIN
I KEGIATAN / oo oiatpt (£ 7T 2026 2027 2029 2030 S
SUBKEGIA 2024 DAERAH
- TARG TARG TARGE
ouTPUT PAGU 'AGU T PAGU T PAGU 5 PAGU
fo1) (02) (03) (05) (07) (08) (09) {10) (11) (12) (13) (14)
Jumiah Lembaga
Merag Partspasi K 1 yang
daiam Forum Berpartsipasi dalam Forum
._..Idl.__i o — L 4 19.050.000 050.000 4 19.145.250 4 9240.576 4 193371
FPembangunan o Desa Pembangunan di Desa
T {Lembaga Kemasyarakatan)
7.01.08.2.01.0002 -
Mal._i Progrem Kena
" ! "icl_ﬂ. _l&in deyaan 28.480.000 A4B80.000 622400 | | 28785512 28.909 40
Cieh Pemerriah can Swasta
© Wiayan Kens Kecaraan ;
Terisksananys Sedconsas Jumian Dosumen Smkronsas:
Wuﬂl.. Kersa dan ¥ ..u__uﬁ.!: Kersa _nl._ Kegistan
¥ " ¥ yang Dislaéan oieh 28,480,000 000 622,400 28.765.51 28,909,340
P e Permerrran dzn Swasta di
Viizyan Kecamatan
Viiaye Fera Kecamas oo J.ao
7,01 04 - PROGRAM
HETENTRAMAN DAN 5.000 5,000 24,562 375 25,6501 56322321
| KETERTIBAN UMUM




Persentase Tindak Lanjut
oo e e s s 3 8500000 [ & 500,000 000000 [ 86 000000
Periada d Kecamawan Baon | Perkada d Kecamatan (%)
70104202~ Koorgmas:
o o e s 500,000 500,000 000,000 000 000
Peraturan Kepaia Deersh
Jumiah Laporan
Mennpiatya Etedtftas ﬂll.ﬂﬂl_gld
Penada 0 Kecamaan Baon Peruncang-Uncangan
carvatau Kepolsan Negara
Republi indonesia (Laporan)
701042020001 -
Hoorsras'Snery dengan
Perangsat Daerah yag
Hﬂi?ﬂl-! 500.000 500.000 7.000.000 000,000
Parurcarg-Unoengan
cavate. Kepoksa Negars
. Reoubis ndonesa
Tesaaa-yve Jumiah Laporan
KoortnasSner: dengan Koordinasi/Sinergi dengan
RS o fa 50000 so0ceo 70000 a0
cavata Keoniss~ Negars cavatau Kepolsian Negara
Seooe moresa | Republik Indonesia (Laporan)
Uenrpatys Blestftes Perserzase Tindak Lanjut
Foorores Upaye Hasd Koordnasi Upaya
Penyesenggereen Penyelenggaraan 7w | 81 | 17475 000 82 000 85 17.562.37 86 650,187
Fetertramar dan Vesrttar ¥etertraman dan Ketertiban
U o Kecamater Garon Umum di Kecamatan (%)
70104207 -Koodmas |
—— o o o2 mesoter
L
Jumian Leporan Hasil
eaaararye Fesees dan ‘Snergias dengan Kepolisi
Fooraras Fenyeengoaraan Negara Republi indonesia,
¥ den " b g " 000 000 562 17.650.187
U o ecarmater can insans! Vertkal o
Wisysh Hecamaten (Laporan)
BIDANG URUSAN / ET INDIKA
PROGRAM | OUTCOME BASELIN
1 KEGIATAM | e . Ny 2026 2027 2028 2029
SUBKEGIATAN 2024
ouTPUT TARGE | pagy | TARSE | pagu | TAROE | pagu | TARSE | pagu
(o1) 02) (03) (04) (05) (06) (07) {08) (09) (10) (11)
042 01 0001 - Srwrgias
Repuois rdoress Tertars
i 000 000 562 315 17 6501
Irstans Vertsal & Vhays
Keam.atar

63



._.liﬂi Jumiah Laporan Hasil
Te Negara Republik indonesa,
Tentara Nasionel Indonesia 000 000 17.562.375 650 248 521
i -] dan Instans: Viertkal di
| Wilaysh Kecamatan (Laporan)
rawEaGORNN 267059500 235850 2500823 28 191504 s |
i Persentase Tndsk Lanjul
i s 761 00000007 00
Pamarintahen Limom o 267.059,560 a2 223.946.500 84 225066233 85 226.191 564 e 227322521 | 00 - Mecamatan
TN -
267.059.560 223946 500 225066233 226.191.564 273051
 Perugesan Kepale Deersh
Jumiah Orang yang Mengikuti
Kebangsaan dan Ketahanan
MNasional dalam rangka
Pancasda, Peisksanaan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 267.059.560 1 223.946.500 1 226066233 1 226191584 1 arizsn
Tatwn 1945, Pelestarian
Brwnneka Tunggal Ika sarta
Negara Kesatuan Republik
Inconesia (Orang)
im
Pembras Wawasan
Ketmngsaan can Ketshanan
Nasonal CasT rENgE
Pancasta Pesassanaan
Uroang-Uncag Dasar
.—_Il_g Indoness 267.059.560 223846500 225066233 226.191.564 2735
“ﬂﬂii
Pemetarsen Ket rar
TR dasmian Orang yang Mengikwti
Wineracian Mty Gar rr " Ketahanan
Fearerar hawonal Gaam El.slilgi“l{l
nli-llll-l.. o P -~
Pancasia Pelaksanaan
Pesaansen Uncang-Uncang -
Dasar Negara Reouois. ﬁ#ﬂl& Rt D 267.059.560 1 223 946,500 1 225066.233 1 206.191 564 1 27225
Inoonesa Tanun 1545 Tatnn Paiest
jiqi !‘u!._.i!-li
Pamell Yansrra F dan
oness (Orang)




7.01.08 .gi
g_ EMBINAAN 28.750.000 28.750.000 28.893.750 29038219 29163 410
| PEMERINTAHAN DESA
i Tentid Persentase Desa E 7.01.00000007 00
Admiristras: Kelembagaan Tertd Administras: 80 80 13.750.000 82 13.750.000 82 13,818.750 <] 13.887 844 84 13657283 | OO - Kecamatan
Desa di Kecamstan Baron Kelembagaan Desa (%) Baron
BIDANG URUSAN/ TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELIN PERANGKA
hg ! OUTPUT ' E TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH .
.TAN 2024
OuTPUT AR L iway ) TAROE 1 ipagy | TARGE. gy i TARE 1S mars o SR LSS
T T
fo1) (02) (03) (04) (05) (06} {07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14)
7.01.06201 - Fasitas,
Rekomendas: can Koordnas
o T 26.750.000 28,750.000 28893.750 29038219 29.183.410
¥ T
Jumiah Dokumen yang
Menngiatnya tert Ditasiinasi dalam rangka
adTnsiras: kelembagaan Administrasi Tata ] 6 13.750.000 6 13.750.000 6 13.818.750 6 13.887 844 -] 13.857.283
cesa Pemenmahan Desa
{Dokumen)
70106201 DOO2 - Fasétas:
Admrestras: Tata 13.750.000 13.750.000 13.818.750 13.887.844 13.957.283
Pemenmahen Desa
Jumizh Dokumen yang
Teraksananya Fasitoe Difasiitasi dalam rangka
Agmmstras Tea Administrasi Tata 6 6 13.750.000 ] 13.750,000 6 13.818.750 6 13.887.844 6 13.957.283
Pemenntahan Desa Pemerntahan Desa
(Dokumen)
Menngiatye Terth Persentase Desa Dengan
Agmrestras: Pernenrranan Tert Administrasi B0 B0 15.000.000 a2 15.000.000 82 15.075.000 83 15.150.375 84 15226127
Desa & Kecamatan Baron P mntahan Desa (%)
7.01.062 01 - Fasitas:
i gan
28.750.000 28.750.000 26.893.750 29.038.219 25183410
Pembrasn can Pengawasan
Pemerrranan Dess
- e Jumiah Dokumen Sinkronisasi
FEu— cnp!!.. : Dsecahdengan 2 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.075.000 2 15.150.375 2 15.226.127
Dess Pembangunan Desa
{Dokumen)
7.01.06.2 01.000% - Fasitas:
Seigormas: Perencanaan 0004 15.000.000 15.075.000 15.150.375 15.226.1
15.000.000 27
|_dengan Pembeng.snan Desa
Jumiah Dokumen Sinkronisasi
Tertaksananya F asaias
Perencanaan Pembangunan
i wllﬂnl.,u Daersh dengan 2 2 15.000.000 2 15.000.000 2 15.075.000 2 15.150.375 2 15.228.127
dengan wunan Desa (D ) Desa
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4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

NO | PROGRAM PRIORITAS OUTCOME 85:25";,:.’,.‘;" KETERANGAN
1) (©2) (03) (04) (05)
7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Baron
1 70102 - PROGRAM Meningkatnya Efekiffitas Koordinasi 7.01.02.2.01 - Koordinas|
PENYELENGGARAAN Pemarintahan di Kecamalan Baron Penyalenggaraan Kegiatan
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK P han di Tingkat
7.01.02.2.01.0001 -
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegialan Pamerintahan

7.01.03 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi
Kegiatan Pemberdayaan Masysrakat
di Kecamatan Baron

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakal yang
Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

7.01.04 - PROGRAM KOORDINAS|
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
umMumMm

Meningkatnya Efektifitas Koordinas!
Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketartiban Umum
di Kecamatan Baron

7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Kalenteraman dan
Ketertiban Umum

7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas
dengan Kepolisian Negara Repubiik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

7.01.05 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya Efektifitas Koordinasi
Penyelanggaraan Pemerintahan
Umum di Kecamatan Baron

7.01.05.2.01 - Panysianggaraan
Urusan Pemerintahan Umum Sesual

Penugasan Kepala Daerah

7.01.05.2.01.0001 - Pambinaan
Weawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Meningk Tertib Administrasi
Pemerintahan Desa di Kecamatan
Baron

7.01.06.2.01 - Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01.0008 - Fasilitasi
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Dasrah dengan
Pembangunan Desa

4.3

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan menetapkan
beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai
penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2025
sampai tahun 2029, Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan,
merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan

Target Keberhasilan Pencapaian tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-

2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

mempertanggungiawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis suatu organisasi.

Adapuan Indikator Utama Kecamata Baron adalah
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Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Indikator Indeks Sinergitas Kecamatan dengan sumber data Aplikasi Sincan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator ndeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan

Dengan sumber data Aplikasi E Sukma

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di
Kecamatan dengan sumber data Buku Laporan Gangguan Trantibum Kecamatan
Baron

Meningkatnya Tertib Administrasi Desa , Indikator Persentase Desa Tertib
Administrasi Desa dengan sumber data Data Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa.
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TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

INDIKATOR

BASELINE TAHUN ITARGET TAHUN

2024

2025

po s s

(o1) jo2)

)

1(@5)

27
f07) [(09)

Baron

7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan

Indeks Smerpitas Kecamatan

64,70

B5

7

—

Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Publik

78

79

81

Persentase penurunan gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum

S/
R

Desa

Persentase Desa Tertib Administrasi

70

71

7

73 74
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4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dengan didapatnya Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Baron adalah Nilai
sinergitas penyelenggaran pemerintah kecamatan dengan Indikator Kinerja Kunci :
Indeks Sinergitas Kecamatan
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TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TARGET TAHUN
BASELINE KETERANGAN
INDIKATOR STATUS SATUAN | LN 2024 ol 2 e = g e
(©2) (03) (04) (05) (06) (©7) (08) (09) (19) (17
7.01 - KECAMATAN
Indeks Snerpias Kecamatan positif Nilai 64,70 65 6 7 68 -] 70
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-
2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra
Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil
(result oriented) dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan
tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) pelayanan Kecamatan Baron.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana
Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar
dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko
pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan
pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI
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